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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang konperehensip 
mengenai Manajemen Pembiayaan di SMP Negeri 1 Anjongan. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber datanya terdiri dari kepala sekolah, 
guru senior, ketua komite, dan siswa. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara terstruktur dan mendalam, dan dokumentasi. Pengecekan 
keabsahan temuan dilakukan dengan melakukan member chek, kecukupan referensi, 
dan melakukan triangulasi. Hasil kesimpulannya adalah sebagai berikut: (1) 
Perencanaan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anjongan telah 
dilakukan dengan baik oleh Tim Manajemen BOS sekolah Adapun perencanaan 
pengelolaan pembiayaan di SMP Negeri 1 Anjongan dibuat pada saat penyusunan 
Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) dengan proses penyusunan yang 
dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk diawali dengan EDS, dengan melibatkan 
seluruh komponen sekolah sesuai dengan  petunjuk.(2) Efektifitas pelaksanaan 
pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anjongan telah dilaksankan 
secara efektif  dengan melibatkan guru dan komite sekolah. (3) Pengawasan 
pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anjongan dilakukan oleh instansi 
terkait seperti dari Inspektorat pusat dan daerah. 
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Abstract: This study aimed to obtain information konperehensip the empowerment of 
teachers and school principals in SMP Negeri 1 Anjongan. This research is a 
qualitative descriptive penelitain . Source data is comprised of the principal, senior 
teachers, chairman of the committee , and students . Data collection procedures 
performed by observation , and in-depth structured interviews , and documentation . 
Checking the validity of the findings made by the member check , the adequacy of 
reference , and triangulate .The results of the following conclusions : (1) Financial 
planning at the Junior High School 1 Anjongan has done well by the Management 
Team BOS school The planning of financing management in SMP Negeri 1 Anjongan 
made during the preparation of Budget Plan School (RAPBS) with a preparation 
process performed by a team that already formed starting with EDS, involving all 
components of the school in accordance with the instructions. ( 2 ) The effectiveness 
of the financing in the Junior High School 1 Anjongan have are conducted effectively 
by involving teachers and school committees. ( 3 ) Supervision of financing in the 
Junior High School 1 Anjongan conducted by relevant agencies as of the Inspectorate 
of the center and the regions, from the department,.   
 









anajemen berasal dari bahasa latin yang berarti tangan dan ogare artinya 
melakukan. Managere dterjemahkan ke dalam bahasa Inggris to maneger (kata 
kerja). Manajemen ( kata benda ) dan maneger untuk orang yang melakukannya dan 
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manejemen (pengelolaan). 
Soetjipto dan Raflis Kosasi (2011;188-189) mengemukakan bahwa dalam suatu 
lembaga pendidikan, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen penunjang 
yang penting, yang sifatnya melengkapi akan tetapi tidak dapat ditinggalkan. Dalam 
kondisi yang sangat terpaksa, pendidikan masih akan dapat berlangsung tanpa adanya 
biaya. Akan tetapi, setiap usaha peningkatan kualitas pendidikan selalu mempunyai 
akibat keuangan.   
Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa: Pengelolaan dana 
pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 
akuntabilitas public. Disamping itu prinsip efektivtas juga perlu mendapat penekanan. 
Pembangunan pendidikan lebih menekankan pada penyediaan input pendidikan seperti 
guru, kurikulum, fasilitas pendidikan, buku dan alat peraga serta sumber belajar. 
Dengan asumsi bahwa peningkatan mutu pendidikan akan terjadi dengan sendirinya 
bila input pendidikan dipenuhi namun tanpa proses manajemen yang baik tidak akan 
menghasilkan output yang diharapkan. Peran serta masyarakat khususnya orang tua 
dalam menyelenggarakan pendidikan sangat minim, pola pembangunan seperti ini 
telah menjauhkan sekolah dari lingkungan masyarakatnya. Bagaimanapun, sistem 
yang sentralistik selama ini cenderung telah menghambat peluang berkembangnya 
profesionalisme di bidang pendidikan. Disamping faktor pembiayaan pendidikan yang 
rendah, sumber daya (resources) yang kurang memadai, manajemen yang kurang 
efektif, secara faktor eksternal ( politik, ekonomi, dan tekhnologi dari luar ) yang turut 
memberikan kontribusi rendahnya mutu pendidikan, apalagi kebanyakan pimpinan 
sekolah diperkirakan cenderung kurang terampil menjawab tantangan perubahan dari 
luar. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang maka wajar 
apabila sangat memperhatikan dan selalu berusaha untuk lebih meningkatkan mutu 
pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang 
system pendidikan Nasional yang terdapat dalam pasal 3 yaitu: Pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, 
mandiri,dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab 
Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan bukan saja dapat diketahui 
dari mutu individu warga negara, melainkan juga erat kaitannya dengan mutu 
kehidupan bermasyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, namun upaya tersebut dirasa belum 
cukup untuk mengatasi permasalahan pendidikan yang ada saat ini. Seperti penerapan 
manajemen sekolah yang kurang tepat dan penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai 
dengan bidang keahlian. Maka dengan demikian perlu adanya sebuah manajemen 
yang baik dalam pengelolaan lembaga pendidikan sekolah. Berdasarkan delapan 
standar pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, 
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasrana, standar 
pengelolaan, standar penilaian dan standar pembiayaan, maka  standar pembiayaan 





pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya 
investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan 
sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja 
tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan 
yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti  proses pembelajaran 
secara teratur dan berkelanjutan”. ( Permen nomor 69 Tahun 2009 ). 
Suharsimi dan Lia Yulianna ( 2012;231) menyatakan masalah keuangan sangat 
erat hubungannya dengan pembiayaan, sedangkan masalah pembiayaan itu sendiri 
merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi 
seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang lain. Itulah 
sebabnya setiap awal tahun bapak presiden sebagai kepala negara telah mengajukan 
rencana pendapatan dan belanja negara di depan anggota DPR sebagai wakil rakyat 
Indonesia untuk pembiayaan tahun anggaran yang akan datang. 
 Menurut Tim Dosen (2013;256) pendidikan dipandang sebagai sektor publik 
yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan 
yang dibutuhkan oleh peserta didik. Manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan 
berbeda dengan manajemen keuangan perusahaan yang berorientasi profit atau laba. 
Organisasi Pendidikan dikategorikan sebagai organisasi publik yang nirlaba ( Non 
profit ). Oleh karena itu manajemen keuangan memiliki keunikan sesuai dengan misi 
dan karakteristik pendidikan. Adapun manajemen yang baik secara sederhana proses 
pengelolaannya mencakup empat tahap, yaitu perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), pengolahan (actuating), dan pengawasan (controlling) 
biasa disebut POAC. Dewasa ini, manajemen pendidikan mengenal dua mekanisme 
pengaturan yaitu sistem sentralisasi segala sesuatu yang berkenaan dengan 
penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat, sementara 
desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. 
Yang perlu ditegaskan bahwa implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah 
kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola 
pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Dalam kaitan ini, maka 
muncullah satu pemikiran kearah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan 
kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas, 
pemikiran ini dalam perjalanannya di sebut manajemen pendidikan. 
Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian 
pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan 
mutu pendidikan secara umum, pemberian otonomi ini menuntut pendekatan 
manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh 
keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif 
guna mendukung kemajuan dan system yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah 
Manajemen Pembiayaan tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen 
pendidikan yang ditawarkan. Manajemen Pembiayaan merupakan suatu konsep yang 
menawarkan otonomi yang ada pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah 
dalam rangka meningkatkan mutu efisien dan pemerataan pendidikan agar dapat 
mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat 
antara sekolah dengan masyarakat dan pemerintah. Keuangan pembiayaan merupakan 
salah satu sumberdaya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi 
pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan 
pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang 
tak terpisahkan. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan 
biaya baik disadari maupun tidak disadari. Biaya pendidikan dapat didefinisikan 





kegiatan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola secara 
efektif, efisien agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 
menunjang tercapainnya tujuan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini penting terutama 
dalam penerapan manajemen pembiayaan  yang memberikan kewenangan kepada 
sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan 
keperluan masing-masing sekolah. 
SMP Negeri 1 Anjongan adalah salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten 
Mempawah, tepatnya di Kecamatan Anjongan yang memiliki kualitas yang sangat 
baik, terlihat dari akreditasinya “A”. Selain itu banyak prestasi yang diperoleh dalam 
kegiatan kompetisi di tingkat kabupaten, baik dibidang akademik maupun non 
akademik dibandingkan dengan SMP Negeri atau SMP Swasta lainya yang berada di 
Kecamtan Anjongan diantaranya adalah: Juara 3 sekolah sehat tingkat Kabupaten pada 
tahun 2014, juara 2 tahun 2015. Selan itu mendapat juara Lomba Desain Batik tingkat 
Kabupaten pada tahun 2015 dan juara 2 pada lomba Melukis. Dilihat dari segi 
kuantitas SMP Negeri 1 Anjongan memiliki jumlah siswa 442 dengan jumlah guru 28 
orang dengan standar kualifikasi S1. Dibidang sarana prasarana SMP Negeri 1 
Anjongan memiliki ruang belajar, ruang laboratorium, ruang guru, ruang staf, ruang 
kepala sekolah, wc guru dan wc siswa yang bersih dan refresentatif. 
Keberadaan SMP Negeri 1 Anjongan sebagai penyedia jasa pendidikan 
mampu merebut perhatian masyarakat di kecamatan Anjongan dan sekitarnya serta 
berusaha untuk menjajarkan diri dengan pendidikan yang setingkat lainnya sehingga 
mampu menarik lebih banyak minat masyarakat dan menjadi pilihan utama 
masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Berkaitan dengan pembiayaan di SMP 
Negeri 1 Anjongan, Kepala Sekolah membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah 
(RKAS) bersama bendahara yang kemudian hasil RKAS di rapatkan dengan dewan 
guru dan komite sekolah. Dalam pembiayaannya SMP Negeri 1 Anjongan lebih 
banyak diprioritaskan untuk peningkatan pembiayaan lainnya, dimana kepala sekolah 
berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan. Program Pembiayaan bertujuan 
untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka 
wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan pembiayaan yang 
ada di sekolah juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar 
pelayanan minimal di sekolah. Secara khusus program pembiayaan bertujuan untuk: 
1). Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik negeri dan swasta terhadap 
biaya operasi sekolah; 2). Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari 
seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3). 
Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta. 
Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian lebih 





Penelitian ini akan mengungkapkan tentang pendekatan penelitian yang 
bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam subjek penelitian. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Secara umum pendekatan kualitatif  berupa data lunak atau bukan angka. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Ulber Silalahi (2009:77) yang menyatakan bahwa 
penelitian kualitatif dapat dikonstruksikan sebagai satu strategi penelitian yang 
biasanya menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis 





yang tekanannya pada penempatan penciptaan teori. Husna Asmara (2015: 39) 
mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memecahkan masalah 
dan menemukan teori-teori berdasarkan verifikasi data yang dikumpulkan dilapangan.    
Menurut Creswll (dalam Emzir, 2015: 30) ada tiga fakor yang menentukan 
dalam pemilhan pendekatan yang akan digunakan dalam suatu penelitian yaitu 
masalah penelitian, pengalaman peneliti, dan audiens yang akan memanfaatkan 
laporan tertulis penelitian. Mahmud (2011: 89) menyatakan bahwa pendekatan 
kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi 
pada fenomena atau gejala yang bersifat alami”.Peneliti berada dalam area, setting 
penelitian adalah setting alamiah karena mendeskripsikan sesuatu secara 
alamiah.Penelitian pendekatan kualititatif pada penelitian ini didasarkan pada 
beberapa alasan. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah  manajemen 
pembiayaan di SMP Negeri 1 Anjongan. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
deskriptif. Menurut  Sanapiah Faisal (2005: 20) menyatakan bahwa penelitian 
deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakuka pengujian hipotesis. Menurut 
Sugiyono (2012: 11) bahwa penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan 
untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable, atau lebih (independen) 
tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable yang satu dengan 
variable yang lain”. Menurut Nyoman Dantes (2012: 51) bahwa penelitian deskriptif 
adalah “sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 
fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya”. Penelitian ini hanya 
meneliti satu variabel dan bertujuan mendeskripsikan.  
Dalam penelitian ini yang menjadi alat penelitan adalah peneliti sendiri, 
sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009:59) menyatakan”dalam penelitian 
kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri”. 
Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung melakukan penelitian untuk melakukan 
pengumpulan data seperti menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 
sumber data, melakukan wawancara mendalam dengan sumber data, menilai kualitas 
data serta menafsirkannya sekaligus membuat kesimpulan atas temuannya. 
Observasi sebagai sarana pengumpulan data kualitatif meliputi penyaksian 
secara cermat dan pencatatan secara sistematis apa saja yang dilhat dan didengar 
sedang berlangsung di dalam setting  tertentu. (Scmuck dalam Craig A. Mertler,  
2011: 192).  Selanjutya Surtisno Hadi (2004: 158) mengatakan bahwa penggunaan 
teknik-teknik observasi tergantung sekali kepada situasi dimana obsevasi dilakukan.  
Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan atau petunjuk 
wawancara (interview guidance) yang berisi garis besar masalah yang ditanyakan 
kepada responden dengan maksud agar materi yang ingin dicapai terarah sehingga 
dapat mencakup seluruhnya. Selanjutnya menurut Hadari nawawi ( 2001;118 ) 
dikatakan bahwa wawancara atau interviu adalah “usaha mengumpulkan informasi 
dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. 
Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam suatu 
penelitian. Menurut Sugiyono (2009: 82) dokumen merupakan “catatan peristiwa yang 
sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar atau  karya monumental dari 
seseorang”. Menurutnya dokumen atau dokumentasi pada dasarnya merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu, namun tetap memiliki makna yang berarti bagi sebuah 
data yang diinginkan, dan  bahkan data ini dapat dijadikan acuan untuk kepentian 
penelitian. 
Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengumpulan data yang dilakukan 





memasuki lapangan,selama di lapangan, dan setelah selesai lapangan (Sugiyono,2013; 
89). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 
kepada orang lain. 
Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Verifikasi awal yang peneliti 
dapatkan akan didukung dengan data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. 
Verifikasi adalah pemeriksaan data atau  informasi, mengumpulkan informasi apakah 
isinya sudah bermakna atau tidak.  Jadi kesimpulan diambil akan terus dilakukan 
selama berlangsungnya penelitian.,begitu juga analis data juga terus dilakukan, dari 








Sumber: Miles dan Huberman (Afrizal, 2015: 180) 
Data yang berhasil dikumpulkan tidak selamanya mengandung unsur 
kebenaran dan sesuai dengan fokus penelitian, bisa jadi masih ada kekurangan dan 
kesalahan dalam data. Untuk itu diperlukan pemeriksaan keabsahan data agar data 
benar-benar valid. Agar data yang diperoleh objektif dan teruji keabsahan datanya, 
maka diperlukan adanya pemeriksaan keabsahan data. Dari sembilan cara pemeriksaan 
data yang dikemukakan oleh Moleong (2008:175-183), peneliti hanya menggunakan 
lima cara pemeriksaan  keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu: 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil Penelitian  
 
Pengelolaaan pembiayaan di SMP negeri 1 Anjongan terutama perencaannya 
dilakukan dengan matang agar dalam pelaksanaan penggunaannya bisa berjalan 
dengan efektif dan efisien untuk mendukung seluruh proses pendidikan di sekolah. 
Perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang selanjutnya 
dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah ( RAPBS ). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Anjongan, Ibu 
Jumarni,S.Pd tentang perencanaan seperti ringkasan berikut ini. Bahwa dalam 
perencanaan pengelolaan pembiayaan di SMP Negeri 1 Anjongan dibuat pada saat 
penyusunan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS), dengan proses penyusunan 
yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk diawali dengan EDS, kemudian tim 
menyusun RKAS selama lima tahun, RKAS yang dibuat tersebut disesuaikan dengan 








kebutuhan, kemudian dari RKAS disusun RAPBS. Dalam penyusunan EDS dengan 
melibatkan seluruh komponen sekolah ( komite, dewan guru, dan perwakilan orang 
tua siswa ). Untuk pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 1 Anjongan selain dana 
BOS di peroleh juga dana dari block grand dan komite sekolah. Dalam hal ini guru 
dan komite dalam penyusunan RAPBS ikut terlibat dalam memberi saran dan 
masukan serta memberi pertimbangan mengenai kebutuhan sekolah. Salah satu 
kegiatan dari dana BOS yang belum dilaksanakan adalah kegiatan eksrakurikuler. 
Pengelolaan keuangan dana BOS dipegang oleh bendahara yang sudah 
ditunjuk oleh kepala sekolah, dan pengelolaan BOS sampai saat ini belum ada kendala 
atau hambatan yang berarti. Pemanfaatan dana BOS dirasakan oleh siswa sangat 
berguna karena merasa terbantu seperti bebasnya pengutan SPP, tidak membayar uang 
ekstrakurikuler, operasional sekolah dapat ditanggulangi. Dalam hal ini sekolah harus 
dapat memaksimalkan pengguaan dana BOS dengan manajemen yang baik, 
mensosialisasikan melalui program penyusunan dana BOS. Untuk jabatan bendahara 
yang dipilih oleh kepala sekolah dengan tuntutan kriteria seperti: diutamakan PNS, 
mau bekerja keras, mempunyai kemampuan dalam bidang adminisrasi dan keuangan, 
jujur dan mempunya kesiapan mental. 
Bahwa dalam perencanaan pengelolaan pembiayaan di SMP Negeri 1 
Anjongan dibuat pada saat penyusunan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) 
dengan proses penyusunan yang dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk diawali 
dengan EDS, kemudian tim menyusun RKS selama lima tahun, RKAS yang dibuat 
tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian dari RKAS disusun RAPBS. Dalam 
penyusunan RAPBS dengan melibatkan seluruh komponen sekolah ( komite, dewan 
guru, dan perwakilan orang tua siswa ), dan dalam hal ini komite sekolah 
mengesahkan RAPBS. Mengenai penjabaran dana BOS yang sudah tertuang dalam 
RAPBS dirinci sesuai kebutuhan sekolah, nantinya sekolah melaksanakan kegiatan 
berpatokan kepada RAPBS. Perencanaan yang sudah dibuat oleh tim sudah sesuai 
dengan  petunjuk yang  ada.   Untuk pemilihan bendahara yang dipilih oleh kepala 
sekolah pada saat rapat dengan menunjuk orang-orang yang dianggap mampu dalam 
hal keuangan. Secara khusus penunjukkan bendahara BOS diusulkan kepada Dinas 
setempat oleh kepala sekolah. Kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah 
melakukan sosialisasi mengenai dana BOS. 
Demikian pula hasil wawancara dengan salah satu guru di SMP Negeri 1 
Anjongan Ibu Nopita Halijah,S.Pd tentang perencanaan pembiayaan di sekolah. Proses 
penyusunan RKAS yang dilakukan dengan meminta masukan dari unsur sapras, 
kurikulum, kesiswaan dan komite, kemudian dibuat anggarannya. Dalam penyusunan 
Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) di SMP Negeri 1 Anjongan komite 
sekolah hadir pada rapat awal tahun dengan menentukan skala prioritas terlebih 
dahulu. Komite sekolah dalam hal ini berperan sebagai pemberi infomasi dengan 
menjelaskan informasi yang dianggap penting karena komite mengetahui dana BOS 
yang diterima oleh sekolah. Selain memberi informasi komite juga melakukan 
pengawasan secara berkala, karena komite selalu dilibatkan dalam penyusunan 
RAPBS. Dalam hal penunjukan bendahara guru dan karyawan berperan memberi 
masukan dan usulan untuk memberikan calon yang akan menjadi bendahara BOS 
melalui rapat dewan guru, selanjutnya keputusan ada di kepala sekolah. Dengan 
adanya dana BOS pihak sekolah tidak pernah menarik iuran atau keuangan dalam 
bentuk apapun sekalipun dana BOS belum mencukupi kebutuhan sekolah, selain 
karena aturan penggunaan dana BOS yang ketat juga tidak diperkenankan menarik 
iuran kepada orang tua siswa. Untuk pengunaan dana BOS sekolah melaporkan 





Pelaksanaan pembiayaan perlu diamati karena apakah dalam penggunaannya 
telah sesuai dengan RAPBS yang telah disusun secara bersama antara seluruh 
komponen sekolah atau belum. 
Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Sekolah, 
Bendahara Sekolah, Guru, Komite Sekolah dan Siswa SMP Negeri 1 Anjongan 
tentang pelaksanaan pembiayaan seperti ringkasan berikut ini. Keterlibatan guru dan 
komite sekolah pada penggunaan biaya pendidikan hanya sebatas kepada memberi 
masukan dan pendapat tentang kebutuhan sekolah karena sudah ada tim yang dibentuk 
oleh sekolah sesuai dengan Surat Keputusan yang ada. Sekolah menerima dana BOS 
berdasarkan jumlah siswa. SMP Negeri 1 Anjongan memberikan laporan secara 
berkala atau tiap triwulan tentang perubahan data-data siswa dan melakukan verifikasi 
terhadap perubahan yang terjadi. Dalam hal ini penggunaan dana BOS sesuai dengan 
perencanaan atau sesuai RAPBS. Mengenai prosedur pengambilan dana BOS 
disesuaikan dengan waktu pencairan yang dipegang oleh bendahara BOS yang sudah 
ditunjuk.     
Pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Anjongan dipegang oleh kepala 
sekolah dan bendahara, dan juga tim-tim yang melaksanakan kegiatan di sekolah, 
seperti UTS, UAS, UN, juga pos-pos lain yang dianggarkan di RAPBS. Untuk 
prosedur pembelian barang dan jasa dengan melibatkan tim yang ada dengan 
sepengetahuan bendahara dan sesuai dengan RAPBS, dengan mempertimbangkan 
petunjuk dan teknik serta sesuai dengan RAPBS. Selain itu sekolah membuat rencana 
kerja untuk perawatan ringan dan pemeliharaan sekolah  dengan SPJ yang jelas. 
Intesitas pembukuan dilakukan setiap hari di update, setiap pengeluaran dicatat 
sehingga memudahkan laporan setiap akhir triwulan. Prosesnya dengan membuat 
laporan melalui buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank dan buku 
pembantu pajak, tiap triwulan diserahkan ke dinas terkait. Mengenai besarnya jumlah 
dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri1 Anjongan sudah diketahui oleh semua 
pihak, sesuai dengan jumlah siswa dan laporan penggunaan dana BOS melalui SPJ 
dapat dibaca oleh para guru dan personil sekolah lainnya.  Selain itu guru mengetahui 
pencairan dana BOS yang akan diterima oleh sekolah melalui bendahara atau kepala 
sekolah. Dana BOS yang diterima sekolah untuk membiayai ATK, kegiatan 
pembelajaran, administrasi kelas, kegiatan lomba, dan kegiatan rutin lainnya. 
Komite sekolah berharap bahwa pembiayaan untuk SMP Negeri 1 Anjongan 
ditambah lagi selain menggunakan dana BOS, supaya kegiatan yang sudah 
direncanakan dapat berjalan secara maksimal. Selain itu kebutuhan dan fasilitas siswa 
setiap tahun meningkat, oleh karenanya komite berupaya dengan mencari solusi dalam 
memaksimalkan biaya yang minim dengan mencari sumber lain dengan tidak 
melanggar peraturan yang berlaku. Siswa sangat senang karena mendapakan bantuan 
berupa dana BOS dengan tidak membayar iuran sekolah, mendapatkan buku secara 
cuma-cuma, mendapatkan sepatu, serta dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
dengan gratis. Orang tua senang karena dengan adanya dana BOS membantu 
perokonomian keluarga sehingga anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak.  
Untuk menjaga kelancaran penyaluran dan penggunaan pembiayaan di sekolah 
perlu dilakukan pengawasan terhadap dana yang diperoleh baik secara internal yang 
dilakukan oleh Kepala Sekolah dan komite selaku Tim Manajemen pembiayaan di 
sekolah dan eksternal yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Inspektorat daerah 
ataupun pusat dan dari Dinas Pendidikan. 
Pengawasan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Anjongan dilakukan oleh 
instansi terkait seperti dari Inspektorat pusat dan daerah, dari dinas, dari komite 





pusat dan daerah tidak ditentukan waktunya, pengawasan yang dilakukan oleh dinas 
juga tidak tentu, pengawasan oleh komite setiap triwulan dan per enam bulan, 
pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah seminggu satu kali. Komponen yang 
diawasi terhadap pembiayaan pendidikan berupa kegiatan-kegiatan yang dlaksanakan 
sekolah, nota-nota atau kwitansi pembayaran, pembukuan, dan kesesuaian antara 
perencanaan dan juknis, serta melakukan evaluasi setiap 6 bulan. 
Pengawasan terhadap pengelolan dana BOS dilakukan oleh dinas dan 
Inspektorat dan dari kepala sekolah, dengan waktu yang tidak dientukan kecuali oleh 
kepala sekolah dengan memeriksa 1 minggu 1 kali. Komponen yang diawasi terhadap 
pembiayaan pendidikan berupa kegiatan-kegiatan yang dlaksanakan sekolah, nota-
nota atau kwitansi pembayaran, pembukuan, dan kesesuaian antara perencanaan dan 
juknis, serta melakukan evaluasi setiap 6 bulan. Sekolah melaporkan pengunaan dana 
BOS tiap triwulan sepuluh hari sebelum triwulan berakhir, periode Januari – Maret 
maksimal 21 Maret harus sudah masuk, dengan melengkapi FC, SPJ, bukti 
pengeluaran, dan lampiran-lampiran lain yang ditujukan kepada Diknas, Inspektorat, 
dan Komite. 
Komite sekolah melakukan pengawasan terhadap pengunaan dana BOS 
terutama yang menyangkut pembangunan sekolah, pemeliharaan, kualitas dan 
pekerjaan atau yang menyangkut hal-hal yang dianggap perlu, yang selanjutnya 
sekolah memberikan laporan kepada komite setiap tahun. 
Pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMP Negeri 1 Anjongan mendapat 
dukungan dari komite sekolah, dalam hal memberikan bantuan berupa material-
material untuk perbaikan pagar sekolah, menyediakan cat untuk perbaikan dinding 
sekolah, serta melakukan kerjasama dengan Puskesmas dan BLPP untuk pembuatan 
Apotik Hidup . Selain dukungan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS 
adalah penggunaan keuangan yang tak terduga, ada bagian-bagian yang 
dikurangi/ditunda, seperti ATK, konsumsi, dan lain lain.Pengelolaan pembiayaan 
pendidikan di SMP Negeri 1 Anjongan mendapat dukungan dari komite sekolah, 
dalam hal memberikan bantuan  yang berupa material-material bangunan. Kesulitan 
dalam laporan pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama di dalam 




A. Perencanaan Pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anjongan 
 
Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari ke 5 informan dalam 
penelitian ini bahwa ke 5 informan merupakan guru dan staf yang ada di SMP Negeri 
1 Anjongan Kabupaten Mempawah. Salah satu staf guru di SMP Negeri 1 Anjongan 
ditunjuk untuk menjadi bendahara BOS yang dalam hal ini melaksanakan tugasnya 
sebagai bendahara berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah. Dalam temuan 
penelitian, perencanaan pembiayaan di SMP negeri 1 Anjongan dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut: ( 1 ) Perencanaan melibatkan semua komponen 
sekolah meliputi Kepala Sekolah, dewan Guru dan komite sekolah, ( 2 ) Sebelum 
menyusun RAPBS diawali dengan melakukan evaluasi diri sekolah untuk 
mengidentifikasi kebutuhan sekolah, ( 3 ) Sekolah bersikap terbuka dalam proses 
perencanaan dimana bersedia menerima masukan dan saran baik dari guru ataupun 
komite sekolah, ( 4 ) Adanya komitmen bersama dari seluruh komponen sekolah 





RAPBS merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran yang 
merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk 
satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga 
dalam kurun waktu tertentu.  Fungsi dasar suatu anggaran adalah sebagai bentuk 
perencanaan, alat pengendalian dan alat analisis. Agar fungsi-fungsi tersebut dapat 
berjalan, jumlah yang dicantumkan dalam anggaran adalah jumlah yang diperkirakan 
akan direalisasikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Jumlah tersebut diupayakan agar 
mendekati angka yang sebenarnya, termasuk di dalamnya adalah perhitungan pajak-
pajak terkait yang menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Penyusunan RAPBS berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun 
dan kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan 
kegiatan, bukan dari jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana tersebut 
dihabiskan. Dengan rancangan yang demikian fungsi RAPBS sebagai alat 
pengendalian kegiatan akan dapat diefektifkan. Perencanaan dapat dikatakan sebagai 
fungsi terpenting diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang dilakukan dalam 
proses manajemen bermula dari perencanaan. Made Pidarta (2007; 262) menyatakan 
bahwa bagian pengelolaan ekonomi pendidikan yang penting adalah perencanaan dan 
pengawasan. Perencanaan yang tepat dan pelaksanaan pemakaian dana yang sering 
diawasi dapat membuat pembiayaan pendidikan menjadi efisien. 
 
B. Efektifitas Penggunaan Pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Anjongan 
 
Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari ke 5 informan bahwa 
pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Anjungan dikoordinasikan  kepala sekolah 
melalui bendahara dan tim-tim sebagai pelaksana kegiatan di sekolah. Dalam temuan 
penelitian, pelaksanaan pembiayaan di SMP negeri 1 Anjungan dapat diidentifikasikan 
sebagai berikut: ( 1 ) Dalam pelaksanaan pembiayaan cukup atau tidak cukup tetap 
disesuaikan dengan RAPBS sehingga ada pembiayaan yang seharusnya dicantumkan 
dalam RAPBS tapi tidak dicantumkan, ( 2 ) Masih kurangnya dukungan orang tua 
siswa dalam pendanaan siswa melalui sumbangan sukarela. Pelaksanaan pada intinya 
terdiri dari dua sisi yaitu penerimaan dan pengeluaran. Pada penerimaan ditentukan 
oleh besarnya dana yang diterima oleh sekolah, baik dari Pusat atau daerah serta 
sumbangan dari orang tua siswa. Pada pengeluaran adalah alokasi besarnya biaya 
pendidikan yang harus dibiayai seperti pembiayaan kegiatan proses belajar, 
ketatausahaan, gaji dan pengembangan sumber daya manusia, serta saran dan 
prasarana sekolah. Pembukuan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran 
transaksi-transaksi keuangan  
Intesitas pembukuan dilakukan setiap hari di update, setiap pengeluaran dicatat 
sehingga memudahkan laporan setiap akhir triwulan. Prosesnya dengan membuat 
laporan pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan ini 
meliputi dua hal yaitu, pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan 
menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal 
dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan 
tindak lanjut dari urusan pertama, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan 
uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya 







C. Pengawasan Pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anjongan 
 
Berdasarkan hasil informasi dan data dari ke 4 informan bahwa dalam 
pengawasan terhadap pengelolan pembiayaan khususnya dana BOS dilakukan oleh 
dinas dan inspektorat dan dari kepala sekolah terhadap pembiayaan pendidikan berupa 
kegiatan-kegiatan yang dlaksanakan sekolah, nota-nota atau kwitansi pembayaran, 
pembukuan, dan kesesuaian antara perencanaan dan juknis, serta melakukan evaluasi 
setiap 6 bulan. Terkait pengawasan pembiayaan di SMP Negeri 1 Anjongan adalah 
sebagai berikut: ( 1 ) Kepala sekolah melakukan pengawasan secara internal terhadap 
bendahara sekolah dengan cara memeriksa bukukas pemasukan dan pengeluaran yang 
dikelola oleh bendahara, ( 2 ) Kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap semua 
kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana yang ada, ( 3 ) adanya respon 
positif dari bendahara, guru dan komite mengenai pengawasan yang dilakukan, ( 4 ) 
Sekolah secara kontinyu mendapatkan pengawasan eksternal dari lembaga pengawas 
yang ditunjuk oleh pemerintah.  
Pengawasan sangat penting dilakukan karena agar dana yang diperoleh dapat 
dimanfatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhannya.Pengawasan dilakukan 
terhadap semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, 
penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara 
kepada pihak-pihak yang berwenang. Mohamad Mustari (2014;200) menyatakan 
bahwa tujuan pengawasan keuangan ialah untuk menjaga dan mendorong agar 
pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai rencana yang telah digariskan, agar 
pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asaa-asas yang telah 
ditentukan, agar kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi dan 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efisien, efektif dan tepat pada waktunya. 
Kegiatan lain yang menyangkut manajemen pembiayaan adalah membuat laporan 
pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang 
menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Pelaporan dapat dilakukan secara berkala 
seperti laporan tahunan dan laporan pada masa akhir jabatan pimpinan. 
 
D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pembiayaan di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 1 Anjongan 
 
Kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama 
di dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Kesulitan ini dapat dipengaruhi 
karena singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOS, 
kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan 
penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan 
laporan pertanggungjawabannya harus sesai dengan batasan yang sudah diatur di buku 
pedoman.  
Pencairan dana yang tidak tepat biasanya terjadi pada awal periode, yaitu yang 
seharusnya bulan januari itu sudah keluar tapi bulanApril baru terealisasi. Oleh sebab 
itu, maka pihak sekolah harus mencari dana talangan terlebih dahulu dengan cara 
mencari pinjaman, misalnya meminjam dana yang dari APBD atau dari dana Komite 
Sekolah untuk membiayai operasional sekolah tersebut. Terkadang sekolah juga 
bingung karena sudah terlanjur menggunakan dana dari pinjaman ternyata dana yang 












Selanjutnya dapat disimpulkan beberapa simpulan khusus, sebagai berikut: 1.) 
Perencanaan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anjongan telah 
dilakukan dengan baik oleh Tim Manajemen BOS sekolah Adapun perencanaan 
pengelolaan pembiayaan di SMP Negeri 1 Anjongan dibuat pada saat penyusunan 
Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) dengan proses penyusunan yang 
dilakukan oleh tim yang sudah dibentuk diawali dengan EDS, dengan melibatkan 
seluruh komponen sekolah sesuai dengan  petunjuk. 2.) Efektifitas pelaksanaan 
pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Anjongan telah dilaksankan 
secara efektif  dengan melibatkan guru dan komite sekolah. Penggunaan biaya 
pendidikan dengan meminta masukan dan pendapat tentang kebutuhan sekolah, 
penggunaan dana BOS sesuai dengan perencanaan atau sesuai RAPBS. Mengenai 
prosedur pengambilan dana BOS disesuaian dengan waktu pencairan yang dipegang 
oleh bendahara. 3.) Pengawasan pembiayaan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
Anjongan dilakukan oleh instansi terkait seperti dari Inspektorat pusat dan daerah, dari 
dinas, dari komite sekolah, dan dari kepala sekolah . 4.) Faktor-faktor pendukung dan 




Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian, ada beberapa hal yang dapat 
disarankan sebagai berikut: 1.) Hendaknya kepala sekolah menciptakan dan mencari 
solusi lain dalam mengambil keputusan baik dalam rangka penyempurnaan program 
pembelajaran pembiayaan sekolah sehingga dapat berjalan dengan lebih baik. 2.) 
Hendaknya guru melakukan pembinaan lebih mendalam agar nantinya mampu 
mengatasi berbagai masalah sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan dengan  
berbagai aspek manajemen pembiayaan yang baik. Ikut mengawasi dan berpartisipasi 
aktif dalam proses pengelolaan pembiayaan karena hal ini akan sangat berpengaruh 
terhadap efektifitas penggunaan dana. 3.) Untuk bisa kooperatif dan terbuka, asas 
transparansi dan akuntabilitas agar dijadikan patokan dalam pengelolaan pembiayaan 
pendidikan. 4.) Untuk tetap mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan, 
termasuk efektifitas pengelolaan dana. 
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